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ABSTRAK 

 

Strategi Pengembagan Kompetensi Kepemimpinan Pegawai Negeri Sipil 

(Funcionario Público) di INAP Timor Leste 

Celesta Fernandes Pinto 1 Mala Sondang Selitonga 2 

celestafernandespinto@gmail.com 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi 

pengembangan kompetensi kepemimpinan Pegawai Negeri Sipil 

(Funcionario Público) di INAP Timor Leste. dengan pendekatan teori 

pengembangan kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia. 

Metode yang digunakan dengan pendekatan kualitattif deskritif informan 

yang dilibatkan dalam penelitian pihak-pihak yang merumuskan kebijakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi pengembangan kompetensi 

kepemimpinan Funcionario Público di INAP Timor Leste. Hasil penelitian 

menunjukan pengembangan kompetensi kepemimpinan Funcionario 

Público di Timor Leste belum berjalan optimal karena belum sepenuhnya 

berdasarkan analisis kebutuhan, rancangan pengembangan kompetensi 

belum sepenuhnya berdasarkan gap kompetensi yang dibutuhkan, belum 

sepenuhnya memiliki kurikulum pengembangan, metode pembelajaran 

yang masih terpaku pada pendekatan klasik, evaluasi pasca pelatihan belum 

beorentasi pada hasil, masihnya adanya kesenjangan terkait kebijakan yang 

mengatur pengembangan kompetensi kepemimpinan Decreto Lei do 

Governo No 7/2024 amandamen pertama Decreto Lei do Governo No 

7/2024 terutama pasal 5 dan pasal 19, Lemahnya komitmen pimpinan dalam 

pengambilan keputusan untuk mendukung pengembangan dan lemahnya 

sumber daya INAP secara kualitas dan kuantitas (Sumber daya manusia 

terutama trainer, sarana dan prasarana serta Infrastruktur teknologi dan 

digital). Maka strategi yang dapat dibangun untuk pengembagan 

kompetensi kepemimpinan Funcionario Publico di INAP Timor Leste 

rancangan pengembangan berbasis kebutuhan memalalui analisis 

kebutuhan, penyusunan kurikulum untuk semua kategori jabatan, penguatan 

komitmen pimpinan, penguatan sumber daya (Trainer, Sarana Prasaran serta 

Infrastruktur Teknologi dan Digital), Penguatan kebijakan yang mengatur 

pengembangan kompetensi kepemimpinan terutama pasal 5 dan pasal 19 

dan INAP mengambil LAN sebagai referensi dalam pengembangan 

kompetensi kepemimpinan di Timor Leste. 

Kata Kunci: Strategi Pengembangan Kompetensi, Kepemimpinan 

Funcionario Público, INAP Timor Leseta  
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ABSTRACT 

Strategies for Ledearship Competency Development of the Civil Servants 

(Funcionario Público) at the INAP of Timor Leste 

Celesta Fernandes Pinto2, Mala Sondang Selitonga2 

celestafernandespinto@gmail.com  

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

This study aims to describe the leadership competency development strategy for 

Civil Servants (Funcionario Público) at INAP Timor Leste, using competency 

development and human resource development theories. The method used is a 

descriptive qualitative approach, involving informants involved in the research, 

including those who formulate policies, implement, and evaluate the leadership 

competency development of Public Servants at INAP Timor Leste. The results of the 

study show that the development of leadership competencies of the Funcionario 

Público in Timor Leste has not been running optimally because it is not fully based 

on needs analysis, the competency development design is not fully based on the 

required competency gap, does not yet have a development curriculum, learning 

methods are still fixated on the classical approach, post-training evaluation is not 

yet oriented towards results, there are still gaps related to policies that regulate the 

development of leadership competencies Decreto Lei do Governo No. 7/2024 the 

first amendment to Decreto Lei do Governo No. 7/2024 especially articles 5 and 

19, Weak commitment of leaders in decision making to support development and 

weak INAP resources in terms of quality and quantity (Human resources especially 

trainers, facilities and infrastructure as well as technology and digital 

infrastructure). Therefore, the strategy that can be developed for the development 

of Public Functional Leadership Competencies in INAP Timor Leste is a needs-

based development plan through needs analysis, curriculum development for all job 

categories, strengthening leadership commitment, strengthening resources 

(trainers, infrastructure, and technology and digital infrastructure), strengthening 

policies governing leadership competency development, especially Articles 5 and 

19. INAP uses LAN as a reference in developing leadership competencies in Timor 

Leste. 

Keywords: Strategy Competency Development, Leadership, Civil Servants 

(Funcionario Público), INAP Timor Leste 
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 BAB I  

PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

A. Latar Belakang 

República Democrática de Timor Leste merupakan negara baru yang 

memperoleh kemerdekaan secara penuh pada 20 Mei 2002. Sebagai negara baru 

dan sedang dalam proses pembangunan nasional, tentunya kualitas sumber daya 

manusia (SDM) merupakan kunci utama untuk mendukung pembangunan 

nasional Timor-Leste, karena sumber daya manusia (SDM) sektor publik 

memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam konteks 

negara berkembang seperti Timor-Leste kualitas Funcinario Público (Pegawai 

Negeri Sipil) menjadi penentu utama dalam mewujudkan pemerintahan yang 

efektif, transparan dan akuntabel. Perusahaan atau organisasi memerlukan 

pegawai yang kompeten dan profesional, karena sumber daya manusia (SDM) 

memegang peran esensial dalam mewujudkan keunggulan serta keberhasilan 

organisasi (Kuruppu et al. 2021). Menurut Sihombing & Verawati (2020) 

keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung pada standar SDM-nya. Kualitas 

organisasi sangat tergantung pada mutu SDM yang dimiliki (Gustiana, 2022). 

Tentunya sebagai negara independen dan sedang berkembang tidak 

menutup kemungkinan untuk mengambil bagian dari berbagai forum 

internasional untuk mendiskusi dan membela kepentingan negara, sehingga 

sangat menuntut kapasitas bangsa melalui kualitas sumber daya manusia (SDM) 

sektor publik yang dimiliki khususnya kualitas pemimpin yang memegang peran 

penting dalam keberhasilan pembangunan berkelanjutan negara Timor-Leste. 

Dari segi lain untuk mengakselerasi tujuan pembangunan berkelanjutan 

(Sustaintanable Development Goals-SDGs) oleh PBB 2015-2030 yang 

merupakan agenda global untuk pembangunan berkelanjutan yang diadopsi oleh 

semua negara termasuk Timor-Leste yang sedang berkembang agar mencapai 

masa depan yang adil, sejahtera dan lestari maka sangat memerlukan sumber daya 
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manusia sektor publik yang kompeten, terutama memiliki pemimpin yang 

barometer agar mampu melakukan manajemen yang baik dalam mengarah dan 

mengelola sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan SDGs 

yang sudah ditetapkan. 

Secara regional negara Timor Leste terletak di Asia Tenggara dan saat ini 

sudah menjadi anggota   ASEAN yang ke 11 pada tanggal 26 Oktober 2025 sangat 

menuntut kapasitas sumber daya manusia yang kompeten dan mampu beradaptasi 

dengan perkembangan teknologi saat ini, termasuk kepemimpinan Birokrasi yang 

kompeten, adaptif dan mampu bersaing ditingkat regional. Oleh karena itu, 

peningkatan kualitas kepemimpinan pegawai negeri sipil di Timor Leste sangat 

penting agar mampu memenuhi standar tata kelola pemerintahan yang baik dan 

efektif sebagaimana diterapkan di negara-negara anggota ASEAN lainnya. 

Dari segi lain berdasarkan  hasil evaluasi Blanvatnik Index of Public 

Admnistration 2024 yang dikeluarkan oleh Blavatnik School of Government 

Universitas Oxford, yang dilihat dari empat domain yang mewakili area yang luas 

dalam kegiatan administrasi publik meliputi: strategi dan kepemimpinan, 

penyelenggaraan nasional serta manajemen orang dan proses. Dalam hasil 

menunjukkan bahwa kualitas administrasi publik di kawasan Asia Tenggara 

memiliki variasi yang signifikan. Di mana singapura menempati peringkat 

pertama secara global maupun regional sebagai negara dengan kinerja ASN 

terbaik dengan nilai Index 0,85 dari 120 negara dengan berkat keunggulan dalam 

domain strategi dan kepemimpinan, kebijakan publik, serta penyelenggaraan 

nasional. Sedangkan Indonesia menduduki peringkat kedua di Asia Tenggara 

dengan nilai Index 0,61 dengan pencapaian relatif baik pada domain strategi dan 

kepemimpinan serta kebijakan publik. 

(https://www.kompas.com/tren/read/2024/12/09/120000065/daftar-negara-

dengan-kinerja-asn-terbaik-di-dunia-2024-indonesia-peringkat). 

Dalam konteks tersebut, penguatan kompetensi kepemimpinan di Timor 

Leste perlu mempertimbangkan hasil evaluasi internasional seperti Blavatnik 

Index untuk menjadikan praktik terbaik (best practices) sebagai tolak ukur, tanpa 

mengabaikan kondisi lokal. strategi pengembangan yang dirancang hendaknya 

https://www.kompas.com/tren/read/2024/12/09/120000065/daftar-negara-dengan-kinerja-asn-terbaik-di-dunia-2024-indonesia-peringkat
https://www.kompas.com/tren/read/2024/12/09/120000065/daftar-negara-dengan-kinerja-asn-terbaik-di-dunia-2024-indonesia-peringkat


3 

 

mencakup peningkatan kapasitas perumusan visi dan kebijakan, penguatan 

integritas dan etika kepemimpinan, manajemen kinerja aparatur, serta inovasi 

pelayanan publik. Upaya ini diharapkan mampu mendorong aparatur negara 

Timor Leste agar lebih adaptif terhadap dinamika global dan memiliki daya saing 

yang setara dengan negara-negara di kawasan Asia Tengara.  

Dari segi lain berdasarkan  data Funcionario Público dari Komisi 

Kepegawaian Timor Leste total Funcionario Público saat ini sebanyak 39.477 

orang meliputi perempuan sebanyak 14.485 orang dan laki-laki sebanyak 24.992 

orang. Di mana dari total Funcionario Público berdasarkan  jenjang pendidikan 

adalah sebagai berikut: 

Grafik 1. 1 

Jenjang Pendidikan Funcionario Público di Timor Leste 

Sumber: Komisi Kepegawaian Timor-Leste (2024) 

Dilihat dari grafik 1.1 menunjukkan bahwa jenjang pendidikan pegawai 

negeri sipil Timor Leste saat ini yang dominan adalah jenjang pendidikan S1, 

SMA, dibanding dengan jenjang pendidikan tinggi, bahkan masih ada pegawai 

yang tidak memiliki jenjang pendidikan sama sekali, sehingga berkontribusi pada 

pelayanan publik yang belum optimal, karena minimnya kompetensi yang 

dimilikinya untuk melakukan pelayanan yang lebih optimal baik dari segi 

pengetahuan, ketrampilan maupun perilaku. 

3 266 2 571 856

9962

489 4281303 43

22726

1071336 55 843 487
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Secara historis setelah kemerdekaan pembentukan administrasi publik 

Timor-Leste sejak tahun 2000 di mana pada saat itu Timor-Leste masih dalam 

pemerintahan masa transisi yang disebut United Nation Transitional 

Administration for East Timor-UNTAET sehingga Penunjukkan pegawai kontrak 

pada saat itu tidak dilihat dari ketrampilan, pengetahuan teknis maupun kualifikasi 

pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan. Dari segi lain 

Funcionario Publico yang ada saat meliputi dari berbagai dekade yang berbeda 

yaitu: dekade zaman Portugues, dekade zaman Indonesia, Transisi dan dekade 

zaman Kemerdekaan, di mana dengan pengalaman dan pengetahuan sistem 

administrasi publik yang berbeda sehingga menyebabkan pelayan publik yang 

tidak optimal karena ego dalam berbagai keragaman pengetahuan serta 

pengalaman yang dimilikinya, sehingga untuk menyelaraskannya pengembangan 

kompetensi sangat penting. 

Reforma Admnistração Pública (Reformasi Administrasi Publik) di Timor 

Leste merupakan program prioritas pemerintahan ke IX sehingga untuk 

mewujudkan proses Reforma Admnistração Pública yang lebih efektif di Timor 

Leste, maka peran dan pengaruh pimpinan dalam Birokrasi pemerintahan sangat 

strategi, karena pimpinan merupakan aktor kunci yang menentukan strategi, arah, 

kecepatan, dan keberhasilan pelaksaan reformasi di suatu Lembaga pemerintah, 

namun pimpinan Lembaga yang tidak memiliki kompetensi yang memadai akan 

berdampak pada reformasi yang terkait, karena reformasi administrasi bukan 

hanya berfokus pada perubahan sistem dan prosedur, namun perubahan juga pada 

perilaku pimpinan, pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah. 

Maka untuk meningkatkan pengetahuan Funcionario Publico, 

menyelaraskan kualitas pelayanan publik yang layak dan efektif, mewujudkan 

Reforma Admnistração Pública di Timor Leste untuk menjawab pada tuntutan 

secara Institusional, Nasional, Regional maupun secara Global tentunya dalam 

konteks sebagai negara berkembang seperti Timor Leste, peningkatan kapasitas 

Funcionario Publico menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya untuk 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berorientasi 
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pada pelayanan publik. Sehingga salah aspek esensial dalam pengembangan 

sumber daya manusia sektor publik di Timor Leste adalah pengembangan 

kompetensi kepemimpinan, karena pemimpin sektor publik memiliki pengaruh 

besar dalam mengarahkan, menginspirasi serta mengelola sumber daya yang 

dimiliki secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan. 

Peningkatan kualitas kompetensi kepemimpinan dalam administrasi 

publik merupakan salah satu faktor kunci utama untuk mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Karena Pemimpin sektor 

publik tidak hanya dituntut untuk mampu merumuskan visi dan misi serta strategi, 

tetapi juga memiliki kompetensi dalam mengelola sumber daya, memotivasi 

pegawai, adaptif serta memastikan implementasi kebijakan yang responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat. Dari segi lain negara berkembang seperti Timor 

Leste, penguatan kapasitas kompetensi kepemimpinan aparatur negara menjadi 

prioritas strategis guna mendukung agenda reformasi Birokrasi dan peningkatan 

pelayanan publik yang lebih optimal. 

Menurut Spencer & Spencer kompetensi merupakan kombinasi antara 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap atau perilaku yang secara langsung 

memengaruhi kinerja seseorang dalam pekerjaannya. Oleh karena itu ketika aspek 

pengetahuan tidak memadai, serta tidak mendukung dengan ketrampilan dan 

perilaku yang memadai, maka efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik juga 

akan menurun. 

Program pengembangan dan kapasitas sumber daya manusia sektor publik 

dan manajemen kepemimpinan telah diatur dalam Plano Estrategico 

Dezenvolvimento Nasional – PEDN 2011-2030 (Rencana Strategi Pembangunan 

Nasional 2011-2030). Di mana program pengembangan dan pelatihan sumber 

daya manusia sektor publik sanggatlah penting, yang terkait dengan tujuan 

strategis pengembangan tenaga kerja. Program tersebut akan mencakup 

penyediaan pelatihan yang sistematis dan berorientasi pada layanan serta 

pendekatan pengembangan profesional. Program mencakup pelatihan melalui 

Lembaga Instituto Nasional Administração Pública (INAP).  
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Untuk menindaklanjuti pengembangan sumber daya manusia sektor 

publik yang dituangkan dalam PEDN 2012-2030 melalui Rencana Strategi INAP 

2016-2030 ada empat program prioritas meliputi: Pelatihan dan Kualifikasi 

Profesional, Penelitian dan Pengembangan Administrasi Publik, tunjangan 

Belajar dan Beasiswa serta Administrasi dan Pembangunan Infrastruktur 

Pelatihan untuk mendukung meningkatkan kualitas pengembangan sumber daya 

manusia sektor publik di Timor Leste. 

INAP mengambil peran penting dalam pengembangan Funcionario 

Público di Timor Leste atas mandat yang diberikan oleh pemerintah melalui 

Decreto Lei do Governo No 38/2012 tentang Rezim Pelatihan dan Pengembangan 

Funcionario Público di mana dalam UU tersebut pasal 13 menyatakan PNS 

memiliki kewajiban atan pelatihan kompetensi 40 JP per tahun. untuk menindak 

lanjuti rezim tersebut INAP melakukan pengembangan kompetensi bagi 

Funcinario Público melalui dua jalur yaitu jalur pendidikan formal dan pelatihan.  

Pendidikan formal setiap tahun INAP mendapatkan alokasi anggaran 

khusus untuk pengembangan Funcionario Público oleh Pemerintah melalui 

Secretariado Fundo de Fundo Dezenvolvimento Capital Humano (Sekretariat 

Eksekutif Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia) dan dikelola oleh INAP 

untuk pengembangan sumber daya manusia sektor publik pada jenjang 

pendidikan tinggi melalui pemberian beasiswa serta tunjangan belajar bagi 

Funsiunario Público yang memiliki ijin belajar. 

Sedangkan pelatihan INAP melakukann pelatihan bagi Funcionario 

Público dengan dua jenis kategori pelatihan yaitu: 1) Pelatihan wajib (Formação 

Obrigatorio) meliputi pelatihan pra-jabatan (Formação Indução) dan pelatihan 

kepemimpinan (Formação Liderança). 2) Pelatihan Teknis (Formação Tecníca) 

meliputi pelatihan teknis umum (Formaçao Tecníco Geral) dan pelatihan teknis 

khusus (Formação Tecníco Espesializada). Namun terkhususnya dalam penelitian 

ini peneliti hanya membahas terkait pelatihan wajib pada jabatan kepemimpinan. 

Pelatihan kepemimpinan merupakan pelatihan wajib yang ditetapkan atas 

Dasar hukum Decreto Lei do Governo No 7/2024 amandemen pertama dari 

Decreto Lei No 25/2016   tentang Rezime dos Cargos de Direção e Chefia na 
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Administração Pública (Rezim Jabatan Direktorat dan Kepala di Administrasi 

Publik) yang menyatakan pegawai yang menduduki jabatan kepemimpinan 

administrasi publik wajib mengikuti pelatihan kepemimpinan. 

Berdasarkan  standar kompetensi jabatan kepemimpinan kategori 

pelatihan untuk jabatan kepemimpinan yang dilakukan oleh INAP meliputi empat 

jenjang pelatihan jabatan kepemimpinan yaitu 1) jenjang pelatihan 

Kepemimpinan Dasar pelatihan ini diberikan kepada jabatan Kepala Seksi dan 

jabatan setara, (Chefe Secção e cargos equivalente), 2) jenjang pelatihan 

Kepemimpinan Menengah pelatihan ini diberikan kepada jabatan Kepala  

Departemen dan jabatan setara (Chefe Departemento e cargos equivalente), 3) 

jenjang pelatihan Kepemimpinan Senior pelatihan ini diberikan kepada jabatan 

Diretur Nasional serta jabatan setara (Director Nasional e cargos equivalente), 4) 

jenjang pelatihan Kepemimpinan Eksekutif pelatihan ini diberikan kepada Diretur 

General, Inspektur General serta jabatan setara (Diretor Jeral, Inspetor Jeral e 

cargo equivalente). 

INAP mengambil peran penting dalam pengembangan kompetensi 

kepemimpinan melalui pelatihan kepemimpinan, namun pelatihan yang dilakukan  

belum sepenuhnya mengakomodasikan semua kategori jabatan kepemimpinan. 

meninjau kembali bahwa penelitian ini khususnya untuk pelatihan jabatan 

kepemimpinan yang diimplementasikan INAP pada tahun 2023/2025. Berikut 

data pelatihan jabatan kepemimpinan pada tahun 2023/2025: 

 

Tabel 1.2 

Data Funcionario Público yang Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Tahun 

2023-2025 

Kategori Jabatan 

Kepemimpinan 

Jumlah 

Total 

Peserta 

Pelatihan 

2023 

Peserta 

Pelatihan 

2024 

Peserta 

Pelatihan 

2025 

Jabatan Kepemimpinan 

Senior (Direktur Jenderal, 

Inspektur Jenderal, 

Direktur Eksekutif serta 

jabatan setara) 

 

153 

 

25 

 

- 

 

- 
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Jabatan Kepemimpinan 

Senior (Direktur Nasional, 

dan jabatan setara) 

 

977 

 

- 

 

25 

 

50 

Jabatan Kepemimpinan 

Menengah (Kepala 

Departemen serta jabatan 

setara) 

 1755 - - - 

Jabatan Kepemimpinan 

Dasar (Kepala 

Departemen, Kepala Seksi 

dan Jabatan Setara) 

 

676 

 

- 

 

- 

 

- 

Total Funcionario Público yang Menduduki Jabatan  

 

3.561 

Sumber: Comissão da Função Publica (2025) 

 

Berdasarkan  data yang tertera dalam tabel 1.2 masih adanya kesenjangan 

dalam pelatihan kepemimpinan yang dilakukan INAP karena berdasarkan  data 

dari Komisi Kepegawaian Timor Leste, keseluruhan Funcionario Público yang 

menduduki jabatan kepemimpinan administrasi publik saat dengan total 3.561 

orang, namun dalam implementasinya setiap tahun INAP hanya bisa memberikan 

pelatihan maksimal pada 50 orang dan minimal pada 25 orang, itu pun belum 

mengakomodasikan semua kategori kepemimpinan, kategori pelatihan 

kepemimpinan yang telah dilakukan INAP hanya pada kategori jabatan jenjang 

Eksekutif dan kategori jabatan jenjang Senior. 

Di mana untuk kategori pelatihan kepemimpinan jabatan Eksekutif pada 

tahun 2023 dari total pegawai yang menduduki jabatan sebanyak 153 orang tetapi 

INAP melakukan untuk 25 orang pada tahun 2023 sedangkan pada tahun 2024 

dan 2025 tidak mengimplementasikan lagi, untuk pelatihan kategori 

kepemimpinan Senior dari total pegawai yang menduduki jabatan Senior 

sebanyak 977 orang namun yang mendapatkan pelatihan kepemimpinan oleh 

INAP hanya 25 orang pada tahun 2024 dan 50 orang pada tahun 2025 sedang 

tahun 2023 INAP tidak memberikan pelatihan pada jabatan Senior, untuk kategori 

jabatan Menengah dengan total pegawai yang menduduki jabatan saat ini 

sebanyak  1755 orang namun INAP tidak melakukan pelatihan kepemimpinan 

sama sekali untuk meningkatkan kompetensinya sedangkan untuk jabatan 
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kepemimpinan Dasar dengan total pegawai yang menduduki sebanyak 676 orang 

itu pun belum mendapatkan pelatihan sama sekali oleh INAP. 

Dari segi kebijakan berdasarkan  Decreto Lei do Governo No 7/2024 

amandemen pertama dari Decreo Lei do Governo No 25/2026 tentang Rezim 

Jabatan Direktorat dan Kepala Administrasi Publik, modalitas untuk menduduki 

jabatan Direktorat dan Kepala di administrasi publik di Timor Leste dengan dua 

modalitas yaitu: 1) Nomeação por merito (Penunjukan Dasar Merit) dengan 

persyaratan yang ditetapkan pada pasal 5 pegawai harus memiliki Kemampuan 

Teknis, Kualifikasi Akademi yang relevan, Ketrampilan serta telah mengikuti 

Pelatihan Kepemimpinan dan 2) Nomeacão em substituição (Penunjukan 

Pengantian) rekomendasi ini terjadi untuk menjawab pada Penunjukan jabatan 

yang ada secara urgensi atau mendadak jika pegawai yang menduduki jabatan 

sedang sakit, meninggal dunia dan melanggar proses disiplin, tugas belajar, serta 

keadaan lain dan tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai pimpinan dengan 

waktu melebihi enam bulan maka perlu melakukan Penunjukan Pengantian 

periode pertama dengan durasi jabatan enam bulan apabila diperpanjang pada 

periode kedua dengan durasi satu tahun, pegawai yang akan menduduki hanya 

direkomendasikan oleh pimpinan Kementerian dan Lembaga tanpa 

mempertimbangkan lagi syarat yang ditetapkan pada pasal 5, tetapi syarat yang 

dibutuhkan sesuai pasal 19 hanya berdasarkan  pada kategori derajat (categoria 

grau) A, B,C, dan D. Sehingga peneliti melihat bahwa syarat yang telah mengikuti 

Pelatihan Kepemimpinan itu hanya berlaku pada Penunjukan Dasar Merit tetapi 

Penunjukan Pengantian syarat tersebut tidak diperlukan.  

Dari segi lain dalam UU yang sama tetap pada pasal 5 menyatakan bahwa 

syarat pelatihan kepemimpinan hanya merupakan salah satu kriteria dari syarat 

penting lain bukan wajib, maka peneliti melihat bahwa tidak diperlukan sebagai 

syarat penting untuk menduduki suatu jabatan dalam administrasi publik, dari sisi 

lain dalam UU yang sama tetap pada pasal 19 yang menyatakan bahwa Nomeação 

em Substituição hanya bisa diperbolehkan dalam dua periode dengan durasi 

pertama enam bulan apabila diperpanjang pada periode kedua dengan durasi 

jabatan satu tahun, namun dalam kenyataan pegawai yang menduduki jabatan 
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dengan modalitas Nomeação em Substituição menduduki sampai periode yang 

lama, karena pada UU yang sama pasal 19 juga memberi kelonggaran pada 

pimpinan Lembaga atau Kementerian bisa merekomendasikan kembali jika masih 

diperlukan. 

Sehingga untuk memastikan jabatan pegawai yang menduduki jabatan 

struktural di Administrasi Publik menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi 

perlu peningkatan kompetensinya melalui pelatihan pengembangan kompetensi 

kepemimpinan agar bisa menjalankan tugasnya dengan efektif, namun dengan 

adanya kesenjangan pada UU yang mengatur pelatihan kepemimpinan yang 

dirumuskan di atas berkontribusi pada pengembangan kompetensi kepemimpinan 

yang dilakukan INAP tidak berjalan dengan optimal karena pegawai yang 

menduduki jabatan menganggap bahwa pelatihan kepemimpinan tidak penting 

walaupun pelatihan kepemimpinan itu berdasarkan  kebijakan adalah pelatihan 

wajib, selain itu tiada sanksi hukum yang bisa diberikan jika pegawai yang 

menduduki jabatan tidak mengikuti pelatihan kepemimpinan walaupun sudah 

direkomendasi untuk mengikuti pengembangan kompetensi kepemimpinan. 

Dari segi lain peneliti juga melihat bahwa INAP memiliki wewenang 

dalam pengembangan sumber daya manusia sektor publik di Timor Leste, namun 

masih adanya kesenjangan manajemen pimpinan secara internal karena belum 

sepenuhnya konsisten dalam kebijakan untuk implementasi kegiatan pelatihan 

pengembangan SDM sektor publik yang menjadi tanggung jawab INAP sesuai 

dengan perencanaan program tahunan sehingga berdampak pada pelatihan 

kepemimpinan belum berjalan dengan optimal. 

Dari segi lain peneliti juga mengetahui bahwa walaupun INAP memiliki 

wewenang dalam melakukan pengembangan kompetensi kepemimpinan pada 

Funcionario Público yang menduduki jabatan kepemimpinan administrasi publik 

di Timor Leste, namun pelatihan kepemimpinan yang dilakukan INAP masih 

bersifat umum atau administratif karena belum sepenuhnya berdasarkan  pada 

kebutuhan kompetensi setiap jabatan. Dari segi lain pula peneliti melihat bahwa 

belum sepenuhnya memiliki sumber daya institusional untuk mendukung 

kegiatan pelatihan kepemimpinan, misalnya kebijakan terkait pengembangan 
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kompetensi kepemimpinan, sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas lain 

yang mendukung. 

Dari segi lain peneliti melihat bahwa atas wewenang yang diberikan 

kepada INAP hanya sebagai  instansi pembina pelatihan namun tidak memiliki 

wewenang dalam pengambilan keputusan bagi jabatan pegawai yang tidak 

mengikuti pelatihan kepemimpinan walaupun sudah ada rekomendasi sebagai 

peserta dalam pelatihan kepemimpinan di INAP, yang memiliki wewenang itu 

adalah Komisi Kepegawaian yang bertanggung jawab atas manajemen sumber 

daya manusia sektor publik, namun Komisi Kepegawaian juga belum memiliki 

kompetensi seutuhnya dalam pengambilan keputusan karena Komisi sendiri 

secara hukum bukan Komisi yang independen sehingga masih adanya intervensi 

politik dalam pengambilan keputusan Komisi jika pegawai yang tidak mengikuti 

pelatihan, sehingga berdampak pada pelatihan di INAP belum berjalan optimal. 

Program Reforma Administração Pública (Reformasi Administrasi 

publik) menjadi program prioritas pemerintah ke IX sekarang yang dipimpin oleh 

Bapak Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmao sehingga memberikan mandat 

kepada Komisi Kepegawaian yang bertanggung jawab atas Pegawai Negeri Sipil 

di Timor Leste untuk melakukan Reforma Administração Pública di Timor Leste 

berdasarkan  atas mandat yang diberikan pada Komisi Kepegawaian pada tahun 

2024 melakukan assesment pada manajemen sumber daya manusia sektor publik 

di Timor-Leste. sehingga dalam laporan asseement Komisi Kepegawaian 

merumuskan bahwa ada 12 poin penting perlu melakukan dalam Reforma 

Administração Pública di Timor Leste salah satunya adalah pengembangan 

kompetensi pegawai, karena berdasarkan  laporan menyatakan bahwa investasi 

dalam bidang pelatihan dan pengembang sumber daya manusia sektor publik di 

Timor Leste sejak pemerintahan awal namun dari hasil pelatihan dan 

pengembangannya belum berdampak pada kinerja pegawai maupun organisasi, 

karena setelah pegawai mengikuti pelatihan hanya  mendapat sertifikat pelatihan 

namun belum sepenuhnya mampu membawa perubahan pada kompleksitas kerja 

yang diembannya setelah periode pelatihan kinerjanya tetap sama seperti periode 

yang belum mengikuti pelatihan (letêncio ddk, 2024). 
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Dari segi lain masih adanya tuntutan-tuntutan publik terkait dengan 

kualitas pelayanan publik yang belum layak pada masyarakat. Tuntutan 

masyarakat akan layanan lebih baik dapat dilihat di media Tatoli EP sebagai salah 

satu media terakreditasi Pemerintah Timor Leste berikut ini.  

Gambar 1.3 

Tuntutan Masyarakat  

 

Sumber: Media Tatoli EP (2025) 

 

Dari sumber berita terkait menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat 

terhadap pelayanan publik yang belum layak di Rumah Sakit Nasional, proses 

pelayanan pembuatan paspor di Kementerian Kehakiman, serta sistem 

pendaftaran pelatihan profesional dan ketenagakerjaan di Sekretaris Negara untuk 

Pelatihan Profesional dan Ketenagakerjaan, sehingga Komisi F Parlemen 

Nasional yang menangani tentang Kesehatan, Jaminan Sosial dan Kesetaraan 

Gender meminta rumah sakit Nasional agar memperbaiki manajemen pelayanan 

kesehatan pada masyarakat.  
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Sehingga salah satu faktor penyebab dari pelayanan publik di Timor-Leste 

belum optimal karena kurangnya manajemen kepemimpinan dalam pengelolaan 

sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mengoptimalkan pelayanan publik 

yang layak kepada masyarakat. 

Berdasarkan  semua uraian di atas maka peneliti merumuskan bahwa 

walaupun upaya INAP melakukan pengembangan kompetensi bagi Funcionario 

Público khususnya jabatan kepemimpinan berjalan namun masih adanya berbagai 

kesenjangan sehingga menimbulkan pelatihan belum sepenuhnya berjalan dengan 

optimal, karena belum mengakomodasi semua pegawai yang menduduki jabatan 

dari empat kategori kepemimpinan yang ada, pelatihan belum menjawab pada 

kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan karena setelah pegawai mengikuti 

pelatihan belum menjawab pada kompleksitas kerja yang diembannya, minimnya 

kemauan pegawai yang menduduki jabatan untuk mengikuti pelatihan 

pengembangan kompetensi kepemimpinan yang dilakukan INAP walaupun 

pelatihan jabatan kepemimpinan merupakan pelatihan wajib karena masih adanya 

kesenjangan terkait UU Pemerintah yang mendukung pengembangan kompetensi 

kepemimpinan, masih adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik 

yang belum layak dan berkualitas pada masyarakat. Dari semua uraian tersebut 

maka penulis mengangkat judul Strategi Pengembangan Kompetensi 

Kepemimpinan di INAP Timor Leste.  

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan  uraian latar belakang yang ada maka penulis mengetahui 

bahwa INAP masih menghadapi tantangan dalam pengembangan Funcionario 

público berbasis kompetensi di Timor-Leste. Dari argumen-argumen yang telah 

diuraikan di latar belakang maka dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai 

berikut:  

1. Belum semua pegawai yang menjabat struktural mendapatkan hak 

pengembangan kompetensi kepemimpinan. 

2. Pengembangan kompetensi kepemimpinan yang dilakukan INAP masih 

bersifat administratif belum sesuai dengan kebutuhan jabatan. 
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3. Lemahnya tata kelola Internal INAP terkait pengembangan kepemimpinan 

Funcionario Público baik aspek Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi. 

4. Sumber Daya (sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, kurikulum, 

materi pembelajaran, metode pembelajaran dan Regulasi) yang belum 

memadai untuk mendukung pengembangan kompetensi kepemimpinan 

Funcionario Público di Timor Leste. 

5. Lemahnya manajemen SDM INAP untuk mendukung pengembangan 

kompetensi kepemimpinan. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan  latar belakang yang ada maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Mengapa pengembangan kompetensi kepemimpinan Funcionario Público 

yang dilaksanakan   INAP di Timor Leste belum optimal? 

2. Strategi apa yang dapat dibangun oleh INAP untuk peningkatan kualitas 

pengembangan kompetensi kepemimpinan Funcionario Público? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  perumusan masalah yang ada maka diperoleh tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi menyebabkan pengembangan 

kompetensi kepemimpinan Funcinario Público di INAP belum optimal. 

2. Membangun strategi pengembangan kompetensi kepemimpinan Funcionario 

Público yang optimal. 

E. Manfaat  

Manfaat dalam penelitian ini dibagi dalam dua manfaat penelitian yaitu 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dalam ilmu 

pengelolaan sumber daya manusia, kemudian menjadi referensi bagi 

penelitian serumpun terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia secara 

umum maupun pengelolaan sumber daya manusia di Timor-Leste khususnya. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Instituto Nacional da Admnistração Pública (INAP)  

1. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan rekomendasi 

strategis serta bahan pertimbangan bagi INAP untuk merancang dan 

mengimplementasikan pelatihan dan pengembangan kompetensi 

Funcionario Público secara efektif di Timor Leste. 

2. Menjadi bahan masukan, sumbangan gagasan ide serta bahan 

pertimbangan bagi INAP untuk meningkatkan perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi pelatihan dan pengembangan bagi 

Funcionario Público di Timor Leste. 

b. Comissão Função Pública Timor-Leste (Komisi Kepegawaian Timor 

Leste)  

1. Memperkuat kebijakan terkait dengan pengembangan kompetensi 

kepemimpinan pegawai negeri sipil di Timor Leste terutama Decreto 

Lei do Governo No 7/2024 amandemen pertama dari Decreto Lei 

No25/2016 tentang Regime Cargo Diretor e Chefia Administração 

Pública (Rezim Jabatan Direktorat dan Kepala di Administrasi 

Publik) agar mendukung pengembangan kompetensi kepemimpinan 

di INAP Timor Leste berjalan dengan baik. 

2. Perlu melakukan reformasi pada kebijakan Lei No 5/2009 amandemen 

pertama dari Lei No 8/2004 tentang Statuto Comissão da Função 

Pública (Status hukum Komisi Kepegawaian) agar Komisi menjadi 

badan independen dan memiliki wewenang penuh dalam pengambilan 

kebijakan tanpa intervensi dari pihak lain untuk memastikan 

Manajemen Sumber Daya Manusia sektor publik di Timor Leste 

berjalan dengan baik dan efektif. 

c. Instansi lainya  

Penelitian ini dapat dijadikan referensi kebijakan bagi instansi 

pengguna sumber daya manusia sektor publik dalam proses pengelolaan 

sumber daya manusia terutama terkait kebijakan penentuan pegawai 

dalam pengembangan kompetensinya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

 

Berdasarkan  hasil penelitian yang ada maka peneliti menyimpulkan 

bahwa pengembangan kompetensi kepemimpinan di INAP Timor Leste belum 

dilaksanakan dengan optimal disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal 

sebagai berikut: 

Faktor Internal  

Faktor internal yang menyebabkan pengembangan kompetensi 

kepemimpinan belum berjalan dengan optimal antara lain sebagai berikut: 

1. Pengembangan kompetensi kepemimpinan belum sepenuhnya berdasarkan  

analisis kebutuhan, pengembangan kompetensi kepemimpinan yang 

menggunakan analisis kebutuhan hanya jabatan level Senior tetapi analisis 

kebutuhan itu pun tidak sepenuhnya menjawab lagi pada kebutuhan jabatan 

Senior karena dilakukan sejak tahun 2016. Apabila dibandingkan dengan 

LAN pengembangan kompetensi berdasarkan  analisis kebutuhan 

2. Rancangan pengembangan kompetensi kepemimpinan belum sepenuhnya 

berdasarkan  analisis kebutuhan namun hanya berdasarkan  data administratif 

yang disampaikan oleh Komisi Kepegawaian. Apabila dibandingkan dengan 

LAN rancangan pengembangan berdasarkan  tujuan atau kesenjangan 

kompetensi yang dibutuhkan. 

3. Belum memiliki kurikulum pengembangan kompetensi kepemimpinan untuk 

kategori jabatan level Eksekutif, Menengah dan Dasar sedangkan untuk 

kategori level Senior masih mengacu pada kurikulum lama yang disusun 

sejak 2016 sehingga tidak menjawab lagi pada kebutuhan dalam organisasi 

modern saat ini. Apabila dibandingkan dengan LAN memiliki kurikulum 

yang berbeda untuk PKN Tingkat I, PKN Tingkat II, serta PKP dan PKA. 
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4. Metode pembelajaran yang masih terpaku pada pendekatan klasik sehingga 

tidak berdampak pada demografi tenaga kerja yang sudah memasuki generasi 

digital yang telah diikutsertakan dalam pelatihan kepemimpinan yang 

dilakukan INAP. Apabila dibandingkan LAN metode sudah bervarian. 

Evaluasi belum sepenuhnya berorientasi pada hasil. Apabila dibandingkan 

dengan LAN sistem evaluasi berorientasi pada hasil. 

5. Lemahnya komitmen pimpinan dalam pengambilan kebijakan untuk 

mendukung pengembangan kompetensi kepemimpinan terutama dalam 

penyelenggaraan kegiatan pelatihan tidak berdasarkan  perencanaan program 

yang ditetapkan serta sistem MSDM sehingga berdampak pada aspek lain. 

Apabila dibandingkan dengan LAN komitmen pimpinan secara nyata dalam 

merumuskan kebijakan yang strategi dan terarah untuk mendukung 

penyelenggaraan kegiatan pengembangan. 

6. Lemahnya sumber daya INAP baik secara kuantitas maupun kualitas untuk 

mendukung pengembangan kompetensi kepemimpinan (Sumber Daya 

Manusia terutama Trainer, Sarana dan Prasarana, Infrastruktur Teknologi dan 

Digitalisasi) untuk menjawab pada tuntutan perkembangan teknologi dan 

global saat ini. Apabila dibandingkan dengan LAN memiliki sumber daya 

lebih strategis untuk mendukung pengembangan. 

7. Lemahnya Sistem Manajemen SDM INAP dalam penempatan pegawai 

berdasarkan kompetensi dan yang kompeten untuk melengkapi struktur INAP 

yang masih kosong terutama Departemen Kurikulum yang memiliki peran 

penting dalam pengembangan kompetensi kepemimpinan. 

Faktor Eksternal 

Selain faktor internal ada juga faktor eksternal yang menyebabkan 

pengembangan kompetensi kepemimpinan belum berjalan dengan optimal 

adalah masih adanya kesenjangan pada kebijakan yang mengatur pengembangan 

kompetensi kepemimpinan terutan Decreto Lei No 7/2024 amandemen pertama 

dari Decreto Lei No 25/2019 tentang Regime Cargo Diretor e Chefia 

Administração Pública (Rezim Jabatan Direktur dan Kepala Administrasi 



115 

 

Publik) yang menyatakan pelatihan kepemimpinan merupakan pelatihan wajib 

bagi pegawai yang menduduki jabatan tetapi pada pasal 5 dan pasal 19 masih 

adanya kesenjangan sehingga peserta tidak merasa pelatihan kepemimpinan 

wajib. Apabila dibandingkan dengan LAN terkait kebijakan sudah sangat 

strategi dan terarah. 

B. SARAN 

Berdasarkan  kesimpulan secara internal dan eksternal maka peneliti 

menyarankan kepada INAP sebagai Lembaga yang bertanggung jawab dalam 

pengembangan kompetensi kepemimpinan Funcionario Público dan Comissão 

Função Pública sebagai Lembaga yang mengatur manajemen sumber daya 

manusia sektor publik di Timor Leste perlu penguatan beberapa faktor berikut 

untuk meningkatkan kualitas pengembangan kompetensi kepemimpinan di INAP 

Timor Leste berjalan dengan optimal: 

Faktor Internal  

1. NAP perlu menginstitusionalkan analisis kebutuhan kompetensi 

kepemimpinan melalui tahap Analisis Jabatan, Identifikasi Kebutuhan, 

Pemetaan Profil Kompetensi, sebagai dasar dalam perancangan program 

pengembangan kompetensi kepemimpinan yang berbasis pada kebutuhan 

kompetensi yang dibutuhkan oleh individu dan organisasi.  

2. INAP perlu melakukan penyusunan kurikulum untuk jabatan pimpinan 

Eksekutif, Menengah dan Dasar serta penguatan kurikulum pada jabatan 

pimpinan Senior berdasarkan pada analisis kebutuhan kompetensi 

kepemimpinan serta tuntutan jabatan, agar materi pelatihan yang diberikan 

sesuai dengan kebutuhan setiap jabatan dan organisasi serta perkembangan 

administrasi publik. Kurikulum juga perlu mencantumkan aspek 

kepemimpinan yang adaptif, tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan 

publik, transformasi digital, dan penguatan etika dan profesionalisme.  

3. INAP perlu mengembangkan sistem monitorng dan evaluasi yang 

terstruktur dan berbasis pada kinerja guna menilai efektivitas program 

pengembangan kompetensi kepemimpinan melalui kolaborasi antara 
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Direktorat DNFQP dengan DPEDAP  untuk melakukan evaluasi  secara 

berkelanjutan serta membantu organisasi dalam mengidentifikasi 

kelemahan, mengukur pencapaian program dan menjadi dasar 

penyempurnaan strategi pengembangan kompetensi kepemimpinan di masa 

mendatang.   

4. INAP perlu melakukan transformasi sistem pengembangan yang klasikal 

dengan pengembangan kompetensi yang lebih inovatif, adaptif, partisipatif, 

dan berbasis pada pada teknologi agar pengembangan mampu menjawab 

pada tuntutan global dan perubahan lingkungan yang lebih strategi. Karena 

transformasi penting agar proses pengembangan kompetensi kepemimpinan 

tidak hanya berorientasi pada pendekatan teoritis dan administratif tapi 

mampu meningkatkan kapasitas Funcionario Público dalam dinamika 

pemerintahan modern pendekatan metode blended learning, e-learning, 

studi kasus, coacing dan mentoring serta pembelajaran berbasis pada 

pengalaman melalui pembuatan proyek inovasi terhadap permasalahan  

yang nyata dilingkungan kerjanya. 

5. INAP perlu memperkuat dalam aspek kelembagaan terutama penguatan 

sistem manajemen organisasi, peningkatan sumber daya manusia secara 

kualitas maupun kuantitas, penempatan pegawai berdasarkan kompetensi, 

pengisian struktur jabatan yang masih kosong, penguatan sarana dan 

prasarana dan infrastruktur teknologi serta peningkatan koordinasi dan 

komunikasi menjadi langkah penting dalam mendukung efektivitas 

pelaksanaan program pengembangan kompetensi kepemimpinan secara 

berkelanjutan. 

6.  INAP perlu peningkatan kapasitas kelembagaan dan memperluas akses 

terhadap inovasi dalam pengembangan kompetensi kepemimpinan melalui 

memperluas kolaborasi dengan institusi  dalam negeri maupun luar negeri 

untuk memperkuat transfer pengetahuan, pengembangan kapasitas 

kelembagaan, pertukaran pengalaman, pengembangan kurikulum serta 

penerapan praktik-praktik terbaik dalam pengembangan kompetensi 
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kepemimpinan Funcionario Público yang lebih optimal, adaptif dan 

inovatif.  

7. INAP perlu memperkuat perangnya sebagai lembaga pembina, penjamin 

mutu dan pemberi akreditasi dalam penyelenggaraan pengembangan 

kompetensi kepemimpinan Funcionario Público di Timor Leste. Agar 

pelaksanaan pelatihan tidak seharusnya diselenggarakan oleh INAP akan 

tetapi dapat dilaksanakan oleh Kementerian atau Lembaga pemerintah 

maupun institusi pelatihan lain sudah memenuhi standar dan memperoleh 

akreditasi dari INAP. Namun INAP tetap menjalankan pengawasan, fungsi 

pengaturan, standarisasi serta evaluasi mutu sehingga memastikan kualitas 

pengembangan kompetensi kepemimpinan dapat terjaga secara konsisten di 

seluruh sektor publik Timor Leste.   

Faktor Eksternal 

1. Comissão Função Pública sebagai Lembaga pembina dalam manajemen 

sumber daya manusia sektor publik di Timor Leste perlu melakukan 

penguatan pada kebijakan pemerintahan Decreto Lei No 7/2024 amandemen 

pertama Decreto Lei No 25/2016 tentang Regime Cargo Diretor e Chefia 

Administração Pública (Rezim Jabatan Direktur dan Kepala Administrasi 

Publik) terutama pada pasal 5 dan pasal 19 yang masih ada kesenjangan 

guna memastikan pengembangan kompetensi kepemimpinan di INAP 

Timor Leste berjalan dengan optimal. 

2. Comissão Função Pública perlu melakukan reformasi pada kebijakan Lei 

No 5/2009 amandemen pertama dari  Lei do Governo No 8/2004 tentang 

Statuto Comissão Função Pública (Status Hukum Komisi Kepegawaian) 

agar Komisi menjadi badan independen dan memiliki peran strategis dalam 

perumusan dan penguatan kebijakan guna memastikan pengembangan 

kompetensi kepemimpinan berjalan dengan optimal, objektif dan 

berkelanjutan tanpa intervensi dari pihak lain. Karena dengan keberadaan 

Komisi yang independen penting dalam mendukung terciptanya sistem 
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pengembangan SDM sektor publik yang profesional, akuntabel serta 

berbasis pada prinsip sistem merit.  

Selain itu untuk memperkuat dan meningkatkan efektivitas pengembangan 

kompetensi kepemimpinan Funcionario Público di Timor Leste INAP perlu 

mengadopsi sistem pengembangan kompetensi kepemimpinan yang diterapkan 

LAN RI sebagai referensi dalam pengembangan kompetensi kepemimpinan di 

Timor Leste seperti Analisis kebutuhan kompetensi sebagai dasar dalam 

penyusunan program, penyusunan kurikulum yang berbasis kompetensi sesuai 

jabatan dan kebutuhan organisasi, pembuatan proyek perubahan dan proyek 

inovasi sebagai bentuk implementasi hasil pengembangan kompetensi di 

lingkungan kerja, melakukan coacing dan mentoring untuk memastikan transfer 

hasil pembelajaran dilingkungan kerja, pendekatan metode pembelajaran melalui 

blended learning agar memastikan kombinasi tatap muka dan digital, evaluasi 

pasca pelatihan berkala untuk mengukur dampak program pengembangan 

kompetensi kepemimpinan terhadap kinerja individu dan organisasi, serta 

pengembangan jejaring alumni untuk memperkuat kolaborasi dan pembelajaran 

berkelanjutan. 

Dari segi lain INAP perlu mengadopsi sistem LAN sebagai model 

pembinaan pengembangan kompetensi kepemimpinan terutama dengan 

menetapkan diri sebagai regulator, pembina dan penjamin mutu Nasional. Melalui 

sistem akreditasi lembaga pelatihan, standarisasi kurikulum serta evaluasi 

penyelenggaraan program pengembangan kompetensi kepemimpinan dapat 

dilaksanakan secara luas oleh berbagai instansi pemerintah tanpa mengurangi 

kualitas dan keseragaman standar kompetensi yang diterapkan oleh INAP.  
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